PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

Q

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan bidang
perdagangan, pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan,
pengendalian dan tertib administrasi, untuk mendorong
perkembangan dunia usaha;

b. bahwa untuk mendorong perkembangan dunia usaha di bidang
perdagangan diperlukan kemudahan, keseragaman, ketertiban
dan kepastian hukum dalam penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan
pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah—daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3214);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
REpublik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467)

11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang
Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3734);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983  Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4737);

15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

16.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988
Seri D Nomor 2);

17.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Semrang
Tahun 2005 Nomor 4 SERI E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 11);

18.Peraturan Daerah  Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 8).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.
2.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Walikota adalah Walikota Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi perizinan.

Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan,
didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia,

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset)

dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi
perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan,
nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan,

kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.

Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian
dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan
dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari

perusahaan induknya.

10.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat

perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut

kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
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11.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli,
sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan

pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

12.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin

untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

13. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat
SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang

memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

BAB II
KRITERIA USAHA
Pasal 2
Usaha Perdagangan dibedakan dalam kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha;

b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;

c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha;

d. Kriteria Usaha Besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas
Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP

yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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